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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini sebagai bentuk pemberi referensi dan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian lain. Selain itu, untuk menjaga keaslian penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai penilitan terdahulu yang peneliti kaji guna melihat keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penelitian yang akan dilakukan:
1. Yeni Denisa Lestari
Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Denisa Lestari (2019) dengan judul “Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterbataan sumber daya manusia sebagai pengelola menyebabkan tidak terlaksananya sosialisasi secara merata dan berkelanjutan.
2. Nurjati Widodo
[bookmark: _GoBack]Penelitian yang dilakukan oleh Nurjati Widodo (2016) dengan judul “Pengembangan E-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota. Malang).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Anugerah Inovasi dan Komunikasi Informasi Digital (AIKID) di Kota Malang dalam rangka mewujudkan smart city diukur dengan menggunakan indikator efektivitas dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh dari isi indikator tersebut. Saat ini, setelah program ini berjalan di tahun kedua mengalami peningkatan di setiap situs layanan SKPD; dan Seluruh situs layanan SKPD di Kota Malang telah aktif dan memiliki kualitas yang memadai. Selain itu, pelayanan-pelayanan yang terdapat pada setiap situs juga sudah dapat memudahkan masyarakat, sehingga tidak perlu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika efektivitas Program AIKID ini dilakukan dalam intesitas tinggi, atau dalam intensitas waktu yang lama, smart city yang menjadi sasaran utama akan terwujud. Hal ini dibuktikan dengan sudah tercapainya salah satu elemen dari smart city, yaitu smart governance pada Kota Malang.
3. Eka Rolania Batubara
Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rolania Batubara (2019) dengan judul “Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan E-government di Padang Pariaman masih belum optimal. Pengembangan E-government di Kabupaten Padang Pariaman juga masih terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya kemauan politik yang kuat, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung keberhasilan pengembangan E-government di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Mega Oktavia Budi Ratnasari
Penelitian yang dilakukan oleh Mega Oktavia Budi Ratnasari (2022) dengan judul “Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintah (Studi pada “SUDARI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan SURADI oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sistem pemerintahan berbasis online untuk pelayanan administrasi pemerintahan di Kota Malang berjalan dengan baik dengan menggunakan lima elemen pengembangan E-government. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan SURADI, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan dan memperbaiki pengembangan sistem berdasarkan lima elemen tersebut sesuai dengan faktor pendukung yang tersedia.
5. Yordan Putra Angguna
Penelitian yang dilakukan oleh Yordan Putra Angguna (2015) dengan judul “Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang.” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa E-government Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah diterapkan selama lima tahun dan E-government berada pada tingkat persiapan. Upaya yang dilakukan adalah Dinas Koperasi dan UKM adalah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dari Dinas Kominfo, mengadakan tenaga kerja kontrak dan pembuatan aplikasi database koperasi. Peneliti menawarkan sebuah gagasan yaitu aplikasi website dan proses pemberian pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan E-government yang diinginkan dan tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat maupun stakeholders secara cepat dan tepat.
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	No
	Nama dan Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Yeni Denisa Lestari (2019) dengan judul “Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang.”
	Membahas pengembangan E-government di tingkat kabupaten. Menggunakan pendekatan kualitatif.
	Fokus pada layanan aspirasi masyarakat (pengaduan), sedangkan penelitian ini fokus pada layanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1). Tidak membahas secara spesifik gangguan teknis website/error system.

	2
	Nurjati Widodo (2016) dengan judul “Pengembangan E-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang).”
	Meneliti pengembangan E-government di pemerintah daerah.
	Fokus pada konsep smart city dan pengembangan secara struktural dan konseptual, bukan pada layanan spesifik. Tidak menyoroti kendala teknis sistem layanan tertentu seperti website tidak dapat diakses.

	3
	Eka Rolania Batubara (2019) dengan judul “Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah”.
	Membahas pengembangan E-government berbasis website di tingkat daerah.
	Lokasi dan objek. Penelitian ini membahas pengembangan website secara umum.

	4
	Mega Oktavia Budi Ratnasari (2022) dengan judul “Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintah (Studi pada “SUDARI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang.”
	Meneliti layanan administrasi berbasis online dan faktor pendukung serta faktor penghambat pengembangannya.
	Penelitian ini menunjukkan sistem berjalan baik dan menggunakan lima elemen pengembangan E-government

	5
	Yordan Putra Angguna (2015) dengan judul “Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang.”
	Membahas upaya pengembangan E-government dalam pelayanan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif.
	Penelitian tersebut menekankan tahapan pengembangan (tingkat persiapan).


Sumber: Peneliti (2026)
B. Landasan Teori
1. Pelayanan Publik
a. Pengertian Pelayanan Publik
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. 
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi penyelenggara palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.
b. Konsep Pelayanan Publik
Sarundajang (2011:219), bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat, yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hak tersebut merupakan hak konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Mahmudi (2010: 223-224) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:
1) Satuan kerja/satuan organisasi kementerian;
2) Departemen;
3) Lembaga pemerintah non departemen;
4) Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat dewan (setwan), sekretariat negara (setneg), dan sebagainya;
5) Badan usaha milik negara (BUMN); Badan hukum milik negara (BHMN);
6) Badan usaha milik daerah (BUMD);
7) Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah, pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga, yaitu organisasi non-profit, relawan, dan  lembaga swadaya masyarakat (LSM). Jika penyelenggaraan publik tertentu diserahkan kepada swasta atau pihak ketiga, maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan, keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang kondusif.
c. Prinsip Dasar Pelayanan Publik
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 10 prinsip dasar pelayanan publik yang berkualitas, diantaranya: 

1) Kesederhanaan
Terkait dengan prosedur pelayanan yang tidak berbelit belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
2) Kejelasan
Terkait adanya persyaratan teknis dan administrastif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan menangani persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran yang jelas.
3) Kepastian waktu
Terkait penyelesaian pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu sesuai ketentuan.
4) Akurasi
Terkait produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5) Keamanan
Terkait proses dan produk pelayanan publik mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6) Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7) Kelengkapan sarana dan prasaran
Termasuk peralatan kerja, terutama Telematika (Teknologi Telekomunikasi Dan Informatika).
8) Kemudahan akses
Tempat dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan TIK.
9) Kedisiplinan
Kesopanan dan keramahan yang harus dimiliki pemberi pelayanan.
10) Kenyamanan
Terkait lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, adanya ruang tunggu yang nyaman, bersih dan rapi. Serta disediakannya fasilitas toilet, tempat ibadah, parkir, dan lain-lain.
d. Asas Pelayanan Publik
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 6 asas pelayanan publik yaitu:
1) Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2) Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4) Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5) Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras. agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
e. Standar Pelayanan Publik
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan menilai kualitas pelayanan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur. Dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik, standar pelayanan diantaranya:
1) Prosedur pelayanan mudah dalam proses pelayanan dan memenuhi persyaratan pelayanan.
2) Kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan.
3) Biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Produk layanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kartu Pencari Kerja (AK-1)
Kartu pencari kerja adalah tanda bukti yang didaftarkan oleh pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja setempat dengan persyaratan tertentu dengan proses dan aturan sesuai yang berlaku. Kartu pencari kerja ini digunakan sebagai persyaratan mencari pekerjaan dan tanda pengenal diri bahwa sudah tercatat di Dinas Tenaga kerja setempat. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/1) atau Kartu Kuning ini merupakan salah satu persyaratan yang cukup sering dipersyaratkan dalam mencari pekerjaan dalam proses melamar menjadi pegawai atau tenaga kerja baik kepada instansi pemerintah maupun swasta. Dasar hukum yang mengatur kartu kuning (AK/1) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam pelayanan publik yang menangani dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, Dinas Tenaga kerja dalam manajemennya dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dibawah Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban mensukseskan rencana pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Melalui pelayanan dan pemenuhan kebutuhannya, maka dalam usaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilakukan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat dan harapan mereka tentang peningkatan pelayanan publik sebagai bentuk upaya mempertegas sekaligus memprotes hak dan kewajiban setiap warga negara.
Sebagai bukti pelamaran kerja kadang dibutuhkan Kartu Tanda Pencari Kerja walaupun juga tidak sedikit perusahaan yang tidak mewajibkan adanya persyaratan tersebut. Proses dan persyaratan pembuatannya pun hampir sama disetiap daerah diseluruh Indonesia. Berikut ini adalah syarat pendaftaran yang harus dipenuhi dalam pembuat Kartu Pencari Kerja (AK-1) online untuk para pencari kerja (pencaker) yang tinggal di Kabupaten Tabalong:
1. Nomor Induk Kependudukan (KTP);
2. Nama lengkap;
3. Tempat lahir;
4. Tanggal lahir;
5. Alamat lengkap;
6. Status;
7. Nomor handphone;
8. Email;
9. Pendidikan terakhir;
10. Foto Kartu Tanda Penduduk;
11. Foto Kartu Keluarga;
12. Foto ijazah terakhir atau surat keterangan lulus;
13. Transkrip nilai;
14. Pasfoto.
Adapun prosedur dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) online di Kabupaten Tabalong:
1. Mengisi formulir pendaftaran melalui link, yaitu tahapan awal dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) online. Link disediakan oleh admin melalui WhatsApp;
2. Isi semua persyaratan yang diminta;
3. Daftar SIAPkerja;
4. Lengkapi profil SIAPkerja dan pilih pencari kerja. Pada tahap ini pencari kerja telah resmi terdaftar di SIAPkerja sebagai pencari kerja hingga 6 bulan kedepan. Yang mana setelah 6 bulan harus diperpanjang;
5. Konfirmasi dengan bukti telah mengisi formulir pendaftaran dan telah terdaftar sebagai pencari kerja di SIAPkerja lewat WhatsApp admin;
6. Kartu Pencari Kerja (AK-1) akan dikirim berbentuk pdf.
3. SIAPkerja
a. Pengertian SIAPkerja
SIAPkerja adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah. Dimana sebelum adanya “SIAPkerja” ini layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu berdiri sendiri tidak saling terkait antara layanan yang satu dengan yang lainnya, ini mengakibatkan tidak adanya data yang valid dari layanan yang ada sehingga dibutuhkan suatu sistem yang saling terintegrasi yang menggabungkan layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi “SIAPkerja” (Sistem dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan) yang diluncurkan Januari 2022 lalu, adalah satu strategi pemerintah dalam memberikan layanan yang masif, terjangkau dan adil terkait akses informasi ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat.
b. Tujuan SIAPkerja
Diharapkan dengan adanya SIAPkerja ini dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, kementerian dan Lembaga dalam mengakses layanan yang ada karena sesuai dengan tujuan dari SIAPkerja itu sendiri:
1) Membangun dan mengembangkan ekosistem digital ketenagakerjaan sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan ketenagakerjaan.
2) Mempermudah stakeholder (masyarakat, lembaga, perusahaan dan K/L) dalam menggunakan layanan ketenagakerjaan.
3) Dibangun dengan konsep micro services, dimana masing-masing layanan saling ter-integrasi dan sekaligus mewujudkan satu data.
4) Menerapkan Single Sign On (SSO) pada semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup mempunya satu akun dan satu kali login untuk mengakses semua layanan yang ada.
4. Digitalisasi Pelayanan Publik
a. Pengertian Digitalisasi
Kumorojati menyebutkan bahwa digitalisasi adalah sebuah perubahan mendasar dari sekedar digitalisasi proses atau produk kerja. Digitalisasi mengarah pada tindakan atau pun proses digitalisasi, termasuk konversi data analog, seperti pada gambar, teks, dan video ke dalam bentuk digital. Brennen dan Kreiss menyebutkan bahwa digitalisasi mengacu pada adopsi atau peningkatan penggunaan teknologi digital atau komputer oleh organisasi, industri, negara, dan lain-lain. 
b. Urgensi Digitalisasi Pelayanan
Urgensi digitalisasi pelayanan merupakan fokus penting   dalam   reformasi birokrasi  dan peningkatan kualitas  pelayanan publik.  Beberapa  alasan  mengapa  digitalisasi pelayanan sangat diperlukan menurut Pemerintah  indonesia  pada  tahun  2023 ketika awal  peluncuran  digitalisasi  berbagai  sektor secara nasional (Dian Thenniarti, 2023) antara lain:
1) Meningkatkan efisiensi
Digitalisasi layanan  publik  dapat  mengurangi  waktu  dan antrian, sehingga memperbaiki efisiensi dalam pemerintahan.
2) Meningkatkan transparansi
Layanan   digital   memungkinkan   masyarakat untuk melihat dan mengakses informasi secara langsung, yang memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
3) Meningkatkan pelayanan
Digitalisasi dapat memungkinkan pemerintah untuk   memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat.
4) Meningkatkan keberlanjutan
Digitalisasi dapat membantu mengurangi praktik percaloan dan menghindari penggunaan kertas, yang membantu  mengurangi  dampak  lingkungan.
5) Meningkatkan peningkatan investasi
Digitalisasi dapat membantu mengurangi biaya dan  mempercepat proses, yang dapat membantu peningkatan investasi.
5. E-government
a. Pengertian E-government
E-government dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (Dhaoui, 2021). E-government merujuk pada pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui teknologi informasi, seperti internet, jaringan komputer dan informasi. E-government dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile competing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya Bank Dunia dalam (Samodra Wibawa 2009:113).
The Worid Bank Group dalam (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Depkomenfo dalam (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan E-goverment adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id).
Indrajit menyebutkan bahwa E-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan transformasi hubungan dengan masyarakat, bisnis dan pemangku kepentingan. E-government juga diartikan sebagai penggunaan internet dalam melaksanakan urusan pemerintah  dan menyediakan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. E-government dikembangkan sebagai upaya dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.
Spirakis dan Nikolopoulus menyebutkan bahwa E-government adalah penggunaan TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, efektivitas pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan pelayanan kepada masyarakat. E-government diartikan sebagai pengaplikasian teknologi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah pemerintah dan interaksi dengan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan dampak di kalangan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam buku E-goverment In Action (2005:5) menguraikan E-goverment adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelanggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholeder yang ada misalnya:
1) Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
2) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan;
3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
4) Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis.
	Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-goverment merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manjalankan sistem pemerintah secara efesien. Ada hal utama yang dapat ditarik dari pengertian E-goverment diatas, yaitu:
1) E-government adalah penggunaan teknologi sebagai alat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2) Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efesien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.
b. Pengembangan E-Government
Pengembangan E-government berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraaan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segara melaksanakan proses transformasi E-government. Melalui pengembangan E-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara:
1) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisai dan birokrasi;
2) Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
Konsep E-government berkembang atas kecendrungan keinginan masyarakat untuk dapat bebas memilih bilamana dan dimana mereka ingin berhubungan dengan pemerintahnya, serta bebas memilih berbagai akses yang sifatnya tradisional maupun modern yang mungkin mereka berinteraksi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat indusri kepada masyarakat yang berbasis pengatahuan. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif, transparan yang lebih baik serta memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi, intraktif dan imaginatif.
Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, tuntutan perubahan strategi melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan E-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan E-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:
a. Tingkat 1– Persiapan
1) Membuat situs website pemerintah daerah;
2) Menyediakan Diklat (Pendidikan dan Latihan) bagi pegawai;
3) Menyediakan akses publik berupa MCC (Multipurpose Community Center), Warung dan Kios Internet, dan lain-lain;
4) Melakukan sosialisasi mengenai layanan informasi berupa elektronik;
5) Mengembangkan motivasi kepemimpinan dan awareness building dengan membangun kesadaran akan manfaat E-government.
6) Mempersiapkan peraturan pendukung.
b. Tingkat 2– Pematangan
1) Membuat situs informasi layanan publik yang interaktif dengan menambahkan fasilititas yang bervariasi seperti mesin pencari (search engine), tanya jawab (question and answer) dan lain-lainnya.
2) Membuat hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink).
c. Tingkat 3– Pemantapan
1) Menyediakan fasilitas transaksi berbasis elektronik seperti, fasilitas penyerahan formulir, pembayaran, dan lain-lainnya.
2) Penyatuan pada penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).
d. Tingkat 4-pemanfaatan
1) Membuat berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (Government to Governments) dan G2B (Government to Business);
2) G2C (Government to Community) yang terintergrasi pengembangan proses layanan E-government yang efektif dan efisien;
3) Penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas layanan terbaik.
c. Ragam E-Government
1. Government to Citizens (G2C)
Ragam ini memperlihatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan tersedianya kemudahan akses pada layanan pemerintah. Bertujuan untuk memudahkan interaksi pemerintah dengan masyarakat, mendapatkan informasi dan pelayanan publik secara mudah, murah, dan lebih cepat. Sekaligus untuk mengurangi ketidakpastian dan menghemat waktu karena tidak perlu mengantre di kantor pemerintahan atau menjalankan prosedur administrasi secara manual. Government to Citizen (G2C) adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Contoh interaksi Government to Citizen melalui E-government adalah sistem pajak online, layanan kesehatan, website pencari kerja disnaker, penerbitan dokumen pribadi (KTP, Akte, KK, Paspor dll), kantor imigrasi dan lain sebagainnya.
2. Government to Governments (G2G)
	Ragam ini memperlihatkan kolaborasi antar instansi pemerintah terkait penukaran informasi. Kolaborasi tersebut dapat berupa penyatuan data agar data masyarakat bisa disimpan serta memiliki kesamaan disetiap instansi pemerintah. Melalui kolaborasi tersebut, maka tiap instansi pemerintah dapat bertukar informasi sehingga mengurangi biaya dan menjadi lebih efektif serta efisien karena adanya pemangkasan prosedur birokrasi. Contoh interaksi Government to Governments (G2G) melalui E-government adalah penyediaan data-data masyarakat dan kondisi Indonesia oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang ditujukan sebagai dasar institusi pemerintah dalam membuat kebijakan, konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
3. Government to Businesses (G2B)
Ragam ini memperlihatkan interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah bertugas membangun ruang lingkup bisnis yang kondusif, yang bertujuan agar roda perekonomian negara dapat berjalan dengan baik. Sementara pihak swasta, dalam hal ini membutuhkan informasi untuk menjalankan bisnisnya yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk aktivitas bisnis memerlukan izin dari pemerintah. E-government tidak hanya membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya, tetapi juga menyediakan cara lebih mudah untuk berhubungan dengan pihak eksternal. Contoh interaksi Government to Businesses adanya e-procurement yang sudah dilaksanakan di beberapa pemerintah daerah, untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan hadirnya aplikasi tersebut, diharapkan dapat membuat pemerintah menjadi lebih dekat dengan pihak swasta. Selain itu, pemerintah menjadi lebih transparan karena dokumen tercatat secara otomatis dalam sistem online, pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten merk dagang, ijin usaha.
d. Strategi Pengembangan E-Government
	Dalam kategori operasional, beberapa hal yang mendapat perhatian dalam pengembangan E-government antara lain:
1) Organisasi dan tata kerja pemerintah propinsi perlu mewadahi layanan E-government secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia (sebagai the man behind the gun) perlu dikembangkan keahlian dan keterampilannya dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi serta diperhatikan penghargaan (remunerasi) dan jalur kariernya.
2) Anggaran untuk pemeliharaan perangkat sama pentingnya anggaran untuk pengembangan, maka diperlukan anggaran yang cukup untuk secara terus-menerus memelihara mutu layanan E-government, antara lain untuk membuatversi baru perangkat lunak (untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna layanan yang makin meningkat dan mengakomodasikan adanya perubahan kebijakan), memperbaharui data untuk menyesuaikan kondisi yang berubah, dan menyesuaikan sebagian teknologi yang dipakai untuk teknologi yang lebih baru sebagai tuntutan persaingan antar daerah, antarbangsa.
3) Mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran isi (content) data dan informasi secara berkelanjutan sehingga apa yang diperlukan oleh pihak terkait tersedia secara real time.
Strategi pengembangan E-government disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi stakeholders (masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi) diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. Untuk strategi pengembangan E-government dapat dilakukan dengan cara:
1) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, yaitu: pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya atau kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau.
2) Pengembangan SDM untuk mengelola E-government, yaitu: pelatihan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengoperasian E-government, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi dan komunikasi, pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai bagi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
3) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, meliputi: pemanfaatan koordinasi antara instansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung E-government secara umum, pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak unggulan, pemantapan legalitas perangkat lunak, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain.
4) Pengembangan basis data (databases) dan basis pengetahuan (knowledge bases) pendukung E-government, yaitu pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembangunan basis data, pembangunan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan berkelanjutan E-government, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan basis data dan basis pengetahuan.
5) Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung E-government, yaitu: pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau instansi yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pembentukan unit kerja (di setiap instansi) yang bertugas mengelola E-government, dan pemantapan koordinasi antarintansi.
6) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk mendukung E-government di daerah masing-masing.
7) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, yaitu: pemeliharaan dan perawatan perangkat keras/jaringan, perangkat lunak, pengelolaan portal internet (one-stop service websites), pemeliharaan basis data dan basis pengetahuan.
8) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah yaitu: pengembangan dan koordinasi layanan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif, pengembangan teknologi informasi terhadap layanan informasi yang telah terkoordinasi.
e. Elemen Sukses Penerapan E-Government
World Bank, pengembangan E-government terbagi menjadi empat tahap, yaitu Presence (Keberadaan), Interaction (Interaksi), Transaction (Transaksi) dan Transformation (Transformasi). Kemudian, Gartner Research memiliki model The Value of E-Service, yang terdapat 4 (empat) tahapan untuk pengembangan situs Website E-government, yaitu:
1) Presence (Kehadiran), dimaksudkan menghadirkan situs website daerah, agar dapat ditampilkan informasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2) Interaction (Interaksi), dimaksudkan website pemerintah daerah disediakan dengan fasilitas interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi yang ditampilkan lebih beragam, disediakannya fasilitas komunikasi melalui email, hingga fasilitas download (pengunduhan).
3) Transaction (Transaksi), dimaksudkan melengkapi website dengan fasilitas interaksi dalam transaksi pelayanan publik.
4) Transformation (Transformasi), yaitu pelayanan publik yang diberikan pemerintah meningkat secara terintegrasi
Sementara menurut Hasil Kajian Harvard JFK School of Government, dalam penerapan konsep digitalisasi di sektor publik terdapat 3 (tiga) elemen sukses, yaitu:
1) Support (Dukungan)
a. Political will
Elemen yang sangat krusial adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik dalam menerapkan E-government sesuai dengan prinsip-prinsip E-government. Karena berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan E-government tidak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya support (dukungan) dari pejabat publik. Sesuai dengan model manajemen top down, bahwa dukungan penerapan E-government dimulai dari manajemen level atas yaitu para pemimpin pemerintahan.
b. Sosialisasi
Konsep E-government tentu tidak secara langsung di terima oleh semua kalangan. Untuk itu perlunya sosialisasi mengenai E-government secara menyeluruh pada semua kalangan birokrat khususnya masyarakat dan berkelanjutan.
c. Kontinyuitas
Dalam E-government, berkaitan dengan konsistensi pemerintah untuk selalu mengembagkan layanan elektronik menjadi lebih baik, agar memudahkan dalam tata cara penggunaannya.
2) Capacity (Kapasitas)
Pada elemen ini terdapat unsur kemampuan pemerintah setempat dalam mewujudkan E-government. Terdapat tiga ketersediaan sumber daya yang harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu:
a. Ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia), yaitu para pegawai sangat berperan penting dalam melaksanakan kebijakan. Dan dibutuhkannya SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian agar penerapan E-government berjalan sesuai asas manfaat.
b. Ketersediaan sumber daya finansial atau anggaran dalam menerapkan E-government.
c. Ketersediaan infrastruktur meliputi prasarana teknologi informasi, ialah salah satu faktor keberhasilan penerapan E-government.
3) Value (Nilai)
Berbagai penerapan E-government yang hadir tidak ada gunanya apabila tidak ada pihak yang merasakan nilai manfaatnya. Dalam hal ini, yang merasakan besar atau kecilnya nilai manfaat dari penerapan E-government yang pertama adalah masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, sangat penting jika pemerintah paham dan mengetahui aspirasi dan kebutuhan masyarakat, agar dalam penerapan E-government di pemerintahan membawa asas manfaat. Dan kedua, instansi terkait selaku pemberi layanan tentu akan merasakan juga nilai manfaat dari hadirnya E-government. Sehingga sudah seharusnya E-government membawa keuntungan bagi kedua pihak terutama masyarakat.
f. Manfaat E-Government
Indrajit menyebutkan bahwa penerapan E-government disuatu negara tentu akan membawa berbagai manfaat, diantaranya:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, bisnis, dan industri;
2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3) Mengurangi biaya, komunikasi, dan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
Mewujudkan masyarakat baru berbasis komunikasi infornasi berkualitas.
6) Implementasi Kebijakan
Edwards III (1980) mengemukakan sejumlah variabel yang agak berbeda dengan sejumlah ahli lainnya, khususnya yang terkait dengan variabel utama implementasi. Perbedaan tersebut nyata terlihat dalam hal faktor implementasi yang menempatkan faktor komunikasi sebagai variabel atau faktor pertama yang mempengaruhi atau berperan penting dalam proses implementasi kebijakan. Justru karena perbedaan tersebut Edwards III (1980) menjadi populer dan banyak dirujuk sejumlah ahli ketika dalam melihat proses implementasi untuk jenis kegiatan publik tertentu.
Edwards III (1980:1) dalam implementasi kebijakan terdapat persoalan teknis dan persoalan manajerial, yaitu implementasi kebijakan, sebagaimana telah kita lihat adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan seperti pengesahan suatu tindakan legislatif, penerbitan suatu perintah eksekutif, penetapan suatu keputusan pengadilan, atau pengundangan suatu peraturan  dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik menimbulkan konsekuensi tertentu pada masyarakat yang dituju dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut. Konsekuensi yang dimaksud tentunya ada yang memang diharapkan karena berdampak positif, namun ada juga yang tidak diharapkan karena akan merugikan pihak tertentu.
Edwards III (1981: 9-12) membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, ada empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau sikap, dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Agar implementasi efektif, mereka yang bertanggung jawab atas implementasi keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personel yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten.
Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.
Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).
1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
b. Sumber daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya yang penting mencakup staf dengan jumlah yang tepat dan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai serta fasilitas (termasuk gedung, peralatan, tanah, dan perlengkapan).
Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
1) Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.”
2) Sumberdaya Anggaran
Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.
Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
3) Sumberdaya Peralatan
Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : “Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.”
4) Sumberdaya Kewenangan
Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.
Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.
c. Disposisi
Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”
Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan.
d. Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Implementasinya mungkin masih terhambat karena kekurangan dalam struktur birokrasi fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan. 
Sebagaimana model implementasi yang dikemukakan George C Edward III (1980) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1: Model Implementasi Edward III, 1980.
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C. Kerangka Konseptual

Gambar 2: Kerangka KonseptualInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penerapan E-Government
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Sumber: Peneliti (2026).
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